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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis 

perkembangan dan faktor yang mempengaruhi realisasi belanja daerah dalam 

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara 

Timur Tahun Anggaran 2012-2014, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan analisis pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2012-2014 

menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja daerah triwulan I tahun 2012 

sebesar 128,3%, pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar (41,9%), 

pada tahun 2014 mengalami penurunan atau pertumbuhan negatif yaitu 

sebesar (22,5%). Pada triwulan II belanja daerah tahun 2012 sebesar 

66,7%, pada tahun 2013 mengalami penurunan (19,6%), sedangkan tahun 

2014 mengalami penurunan pertumbuhan (5,3%,). Pada triwulan III 

belanja daerah tahun 2012 sebesar 113,6%, pada tahun 2013 mengalami 

penurunan sebesar (0,9%) sedangkan tahun 2014 mengalami peningkatan 

sebesar 36,7%. Pada triwulan IV belanja daerah tahun 2012 sebesar 

52,1%, dan pada tahun 2013 mengalami penurunan negatif pertumbuhan 

(1,9%) sedangkan tahun 2014 mengalami peningkatan atau pertumbuhan 

positif sebesar 22,4%. Hasil ini menunjukkan bahwa belanja daerah 

maupun belanja tidak langsung dan belanja langsung pada triwulan I - IV 

tahun 2012-2014 mengalami fluktuatif atau peningkatan maupun 

penurunan. Oleh karena itu, dari analisis ini menunjukkan perkembangan 
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yang tidak stabil setiap triwulan terhadap belanja daerah Pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

2. Faktor yang mempengaruhi peningkatan realisasi belanja daerah tahun 

2013 dan 2014 yaitu: 

a. Pada tahun 2012 komponen belanja tidak langsung mengalami 

peningkatan dengan jenis belanja hibah yang mengalami peningkatan 

paling tinggi dibandingkan komponen belanja tidak langsung lainnya. 

Sedangkan belanja langsung komponen yang mengalami peningkatan 

yaitu belanja barang dan jasa. 

b. Pada tahun 2013 komponen belanja tidak langsung mengalami 

peningkatan dengan jenis belanja hibah yang mengalami peningkatan 

paling tinggi dibandingkan jenis belanja tidak langsung lainnya. 

Sedangkan belanja langsung komponen yang mengalami peningkatan 

paling tinggi yakni belanja barang dan jasa. 

c. Pada tahun 2014 komponen belanja tidak langsung mengalami 

peningkatan dengan jenis belanja hibah yang mengalami peningkatan 

paling tinggi dibandingkan jenis belanja tidak langsung lainnya. 

Sedangkan belanja langsung komponen yang mengalami peningkatan 

paling tinggi adalah belanja barang dan jasa. 

 

 

 

6.2. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disarankan : 
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1. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu memperhatikan 

pertumbuhan realisasi belanja daerah yang tidak stabil per triwulan 

dengan cara memaksimalkan pengeluaran berupa belanja daerah per 

triwulan yang sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. 

2. Dengan adanya peningkatan jumlah belanja daerah dari tahun ke tahun, 

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu memanfaatkan 

anggaran yang ada sebaik mungkin dan lebih memperhatikan kebutuhan 

untuk pelayanan publik. 
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